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ABSTRAK

Sesungguhnya cvber crime sudah mengganggu keamanan dalam negeri
maupun luar negeri, schingga diperlukan langkah-langkah strategis aparat
penegak hukum untuk menanggulanginya. Cyber crime terjadi karena kontrol
personal dan kontrol sosial lemah. Hal ini disebabkan karena kejahatan ini bersifat
maya (virtual), ketika pelaku tidak tampak sccara fisik. Dalam pendekatan
normatif, cyber crime ini ada yang merupakan kejahatan konvensional tetapi
dengan modus baru seperti, pornografi, penipuan, pencemaran nama baik dan
sebagainya. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif, penulis
bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah
kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi cyber crime di Indonesia serta
bagaimanakah penegakan hukum cyber crime secara penal maupun non penal di
Indonesia. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi cyber crime di
Indonesia melalui pendekatan KUHP untuk menangggulangi tindak pidana cyber
crime di Indonesia masih memiliki tumpang tindih hukum dan masih belum
seutuhnya terkandung didalam produk KUHP Jerjadi banyak analogi terkait
penjeratan hukum terhadap tersangka cyber crime seperti kasus carc{ing yang
dikaitkan dengan pasal pencurian yakni, pasal 368 KUHP. Juga terjadi pada
pendekatan UU ITE yang pelmn seluruhnya mengatur berbagai tindak pldan'a
cybercrime itu sendiri sehingga belum memiliki payung hu!mm yang pasti.
Penegakan hukum cyber crime secara penal maupun non penal dl.lndoncsm masih
mengacu pada sistem Kitab Undang-Undang Ih.Jkum Acara Pnd.ana (KUHAP)
secara mutlak. Sedangkan secara non penal dilakukan .melalm mr:'todc atau

ekatan sosial seperti informasi himbauan jalur pendidikan, pembinaan, dan
juga terkait hal-hal pencegahan cyber crime tersebut.

Kata Kunci : Kebijakan, Cybercrime, Indonesia.
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", dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi cyber crime di Indonesia
melalui pendekatan KUHP untuk menangggulangi tindak pidana cyber

crime di Indonesia masih memiliki tumpang tindih hukum dan masih

belum seutuhnya terkandung didalam produk KUHP terjadi banyak
amlogl terkait penjeratan hukum terhadap tersangka cyber crime seperti
kasus carding yang dikaitkan dengan pasal pencurian yakni, pasal 368
KUHP. Juga terjadi pada pendekatan UU ITE yang belum seluruhnya
mengatur berbagai tindak pidana cybercrime itu sendiri sehingga belum

memiliki payung hukum yang pasti.

Penegakan hukum cyber crime secara penal maupun non penal di
f_

' Indonesia masih mengacu pada sistem Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHAP) secara mutlak. Sedangkan secara non penal

kan melalui metode atau pendekatan sosial seperti  informasi
o~

r - pendidikan, pembinaan, dan juga terkait hal-hal
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